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17 Mei 2016
Novanto terpilih sebagai ketua
umum Partai Golkar sekaligus
mengalihkan dukungan partai
untuk Presiden Joko Widodo.

16 Desember 2015
Mayoritas anggota MKD menilai Nevanto bersalah dan menjatuhkan

sanksi pemberhentian terkait laporan Sudirman. Pada hari yang sama,
Novanto mengundurkan diri.

16 November 2015
Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan
Novanto ke MKD dengan tudingan
mencatut nama presiden terkait pembicaraan
perpanjangan kontrak PT Freeport.

e

19 Oktober 2015

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)
memberi sanksi teguran untuk Novanto
terkait pertemuannya dengan Trump.

30 November 2016

Meski kasus pencatutan nama
masih berlangsung di Kejaksaan
Agung, seluruk: ;1aksi DPR sepakat
kembali menunjuk Novanto

sebagai ketua DPR.

31 Agustus 2015
Novanto menghadiri kampanye calon presiden
Amerika Serikat Donald Trump. Trump dengan
jelas menyebut kapasitas Novanto sebagai ketua
DPR RI dalam acara itu.

17 Juli 2017

KPK menetapkan Novanto .
sebagai tersangka kasus korupsi
proyek KTP-el tahun anggaran
2011-2012. la diduga menerima

aliran dana yang disepakati
dalam pertemuan-pertemuan
pada 2010.

9 April 2009
Novanto kembali terpilih sebagai anggota
dewan periode 2009-2014. la

kemudian ditunjuk sebagai ketua Fraksi Golkar
di DPR dan bendahara
umum di DPP Golkar.

19 November 2017
KPK menahan Novanto dengan
alasan yang bersangkutan berulang

kali mangkir dari panggilan
pemeriksaan sebagai saksi maupun
tersangka.

5 April 2004
Novanto kembali terpilih sebagai anggota
dewan periode 2004-2009. la kemudian

ditunjuk sebagai bendahara Fraksi Golkar. 21 November 2017

7 Juni 1999

Setya Novanto terpilih sebagai anggota DPR
periode 1999-2004 dari Fraksi Golkar melalui
Dapil NTT Il. la saat itu menjabat wakil benda-

hara umum Golkar.

Novanto Diduga

Langgar Sumpah

® SANTISOPIA .

MKD tak perlu me-
nunggu aduan untuk
menyidangkan
Novanto.

JAKARTA — Mahkamah Ke-
hormatan Dewan (MKD) menunda
rapat konsultasi dengan para pim-
pinan fraksi untuk menyikapi per-
masalahan hukum Ketua DPR Set-
ya Novanto, Selasa.(21/11), pukul
13.00 WIB. Kendati demikian, Wa-
kil Ketua MKD Syarifuddin Sud-
ding sempat menyatakan, ada du-
gaan kuat Novanto melanggar sum-
pah jabatan sebagai ketua DPR.

"Kuat indikasi bagi kita bahwa
telah terjadi pelanggaran sumpah
dan jabatan, janji ketua dewan saat
melaksanakan tugasnya,” ujarnya
di Kompleks Parlemen Senayan,
Selasa. Hal itu, menurut dia, di-
kuatkan dengan fakta bahwa No-
vanto saat ini telah ditahan oleh

penyidik KPK karena berulang kali
mangkir saat dipanggil untuk men-
jalani pemeriksaan sebagai saksi
maupun tersangka.

Sudding mengatakan, indikasi
itu sesuai amanat yang diatur da-
lam Pasal 87 Undang-Undang No-
mor 17 Tahun 2014 tentang MPR,
DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)
serta Pasal 37 Tata Tertib (Tatib)

DPR terkait alasan pergantian -

ketua DPR.

Sudding mengatakan, sejauh ini
MKD masih menanti Fraksi Golkar
mengumumkan pengganti Novan-
to. "Tapi, ketika tidak dianggap
fraksinya, kita akan ambil suatu si-
kap," kata dia di Kompleks Parle-
men Senayan, Jakarta, Selasa.

Setelah mendapatkan pandang-
‘an dari fraksi-fraksi, MKD juga
akan merekomendasikan kesimpul-
an kepada Fraksi Golkar untuk di-
tindaklanjuti. MKD, menurut dia,
harus segera mengambil kepu-
tusan.

Sekretaris Jenderal Partai He
nura itu menjelaskan, proses di
MKD terkait dugaan pelanggaran
etika dilakukan berdasarkan peng-

aduan atau tanpa pengaduan ma-
syarakat. Menurut dia, dalam kasus
penahanan Novanto, proses di
MKD bisa dilakukan tanpa peng-
aduan karena menyangkut masalah
institusi, sudah diberitakan secara
luas, dan merespons desakan ma-
syarakat.

Menurut Sudding, UU MD3
Pasal 37 dan 87 mengatur pergan-
tian pimpinan dewan dapat dila-
kukan jika pimpinan tersebut tidak
melaksanakan tugasnya -secara
berkelanjutan dan/atau selama tiga
bulan tak bisa melaksanakan tugas.

Dia menyebut posisi ketua DPR
sangat penting dan tidak bisa di-
biarkan kosong karena ada tugas-
tugas yang tidak bisa diwakilkan.
"Pak Novanto ditahan, dengan sen-
dirinya tidak bisa menjalankan
tugas, padahal posisi ketua DPR
urgen," kata dia.

Sudding juga mengatakan,
MKD membuka peluang meminta
keterangan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dalam menangani
kasus dugaan pelanggaran etik yang
dilakukan Ketua DPR Setya No-
vanto. Dia menjelaskan, setiap

DPP Partai Golkar memutuskan
menunda penarikan Novanto dari
ketua DPR hingga putusan
praperadilan keluar.
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MKD menerima pengaduan satu
kasus, pihaknya selalu berkoor-
dinasi dengan pihak-pihak terkait
untuk mengurm: pulkan keterangan.

Sementara itu, MKD menunda
rapat internal dengan agenda kon-
sultasi pimpinan fraksi-fraksi ka-
rena tidak semua pimpinan fraksi
bisa hadir. "Hari ini agendanya
rapat internal MKD dengan agenda
konsultasi dengan pimpinan fraksi-
fraksi. Namun, beberapa mengon-
firmasi tidak bisa hadir karena
agenda di luar Jakarta, maka rapat
ditunda," kata Ketua MKD Sufmi
Dasco Ahmad di ruang MKD, Ge-
dung Nusantara I, Jakarta, Selasa.

Awalnya, kata dia, rapat kon-
sultasi itu dijadwalkan pada hari
Selasa, pukul 13.00 WIB. Namun,
setelah rapat diundur hingga pukul
16.00 WIB, pimpinan fraksi yang
ditunggu tak datang.

Wakil Ketua DPR Agus Her-
manto menilai alangkah baiknya
jika MKD bertindak berdasarkan
laporan dari masyarakat. Namun,
tak mengapa jika MKD berinisiatif
sendiri. m febrianto adi saputro ed: fitriyan
zamzami
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